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Menimbang

Mengingat

BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 1& TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan
Pasal 5 Peraturan Pemerlntah Nomor 33 Tahun 2012
tentang Pemberlan Air Susu Ibu Eksklusif, maka
Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan
nasional dalam rangka Program PemberlanAir Susu Ibu
Eksklusif;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberlan. Air Susu Ibu
Eksklusif di Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerlntahan Antara Pemerlntah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerlntahan
Daerab Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tabun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten / Kota;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan
Rumah Sakit;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 340/MENKES/PER/II1/2010 tentang Klasifikasi
Rumah Sakit ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri. Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengenaan
Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan,
Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan,
Pengurus Organisasi Profesi Di Bidang Kesehatan,
Serta Produsen Dan Distributor Susu Formula Bayi
Dan/ Atau Produk Bayi Lainnya Yang Dapat
Menghambat Keberhasilan Program Pemberian Air
Susu Ibu Eksklusif

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 33);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
KeIja Dinas dalam Kabupaten Musi Banyuasin
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 36);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU
IBU EKSKLUSIF DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BASI

KETENTUAN UMUM

Pasall

Da1amPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ada1ah Kabupaten Musi Banyuasin

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin

7. Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabpaten Musi Banyuasin.

8. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI ada1ah cairan hasil sekresi
kelenjar payudara ibu.

9. Air Susu Ibu Eksklusifyang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI
yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan,
tanpa menambahkan danJ atau mengganti dengan makanan atau
minuman lain.

10. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
11. Keluarga ada1ah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke

atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

12. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan
sebagai pengganti ASIuntuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.

13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat danJatau tempat yang
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, danJ atau masyarakat.

14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan danJ atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk meIakukan upaya kesehatan.
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15. Inisiasi Menyusu Dini adalah pemberian kesempatan pertama pada bayi
baru lahir untuk kontak kulit dengan kulit dengan cara meletakkan bayi
ke dada atau perut ibu, dalam satu jam pertama kelahirannya.

16. Ruang Laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan
menyusui,memerah, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana
dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi,tempat cud tangan dan
tempat menyimpan ASIperah.

17. Rawat Gabung adalah suatu cara perawatan dimana ibu dan bayi yang
baru dilahirkan tidak dipisahkan, melainkan ditempatkan bersama-sama
dalam satu ranjang selama 24 jam penuh dalam seharinya.

18. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

19. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah pimpinan yang
bertanggung jawab menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan.

20. Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan adalah penanggung jawab
yang menyelenggarakan satuan pendidikan kesehatan.

21. Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan adalah penanggung
jawab organisasi profesi di bidang kesehatan.

22. Produsen atau Distributor Susu Formula Bayi dan/ atau Produk Bayi
Lainnya adalah penanggung jawab produksi dan distribusi susu
formula bayi dan/ atau produk bayi lainnya.

23. Penyenggara Fasilitas Pelayanan Publik adalah segala bentuk jasa
pelayanan baik dalam bentuk barang public atau jasa public yang pada
prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi
pemerintah pusat, daerah dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka upaya pemenuhan
kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan terdiri atas:

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
b. hotel dan penginapan;
c. tempat rekreasi;
d. terminal angkutan darat;
e. stasiun kereta api;
f. bandar udara;
g. pelabuhan laut;
h. pusat-pusat perbelanjaan;
i. gedung olahraga;
j. lokasi penampungan pengungsi; dan
k. tempat sarana umum lainnya.

24. Produk bayi lainnya adalah semua makanan atau minuman baik buatan
sendiri maupun buatan pabrik yang ditujukan untuk bayi.



BAS II

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal2

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif berazaskan:

a. Perikemanusiaan
b. Perikeadilan
c. Manfaat
d. Perlindungan
e. Penghormatan terhadap hak asasi manusia
f. Non Diskriminatif; dan
g. Norma Agama

Pasal3

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:

a. menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak
dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan
memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;

b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif
kepada bayinya; dan

c. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat, Pemerlntah
Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASIEksklusif.

Pasal4

Sasaran peraturan ini adalah Ibu menyusui, tenaga kesehatan, penyelenggara
fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara fasilitas pulik lainnya dan
distributor dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAS III

AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Ibu Menyusui

PasalS

(1.) Setiap ibu yang melahirkan wajib memberikan ASI Eksklusif kepada
Bayi yang dilahirkannya selama 6 bulan.

(2.) Ibu menyusui dilarang memberikan susu formula atau makanan dan
minuman lainnya kepada bayi usia 0 sf d 6 bulan.

(3.) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku dalam hal
terdapat:
a. indikasi medis:
b. ibu tidak ada; atau
c. ibu terpisah dari Bayi.

(4.) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a
dilakukan oleh dokter.



(5.) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan
standar prosedur operasional.

(6.) Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau
tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inisiasi Menyusu Dini
Pasal6

(1)Setiap bayi yang baru lahir berhak diberikan kesempatan melakukan
inisiasi menyusu dini kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.

(2)Inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara meletakkan Bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu
sehingga kulit Bayi melekat pada kulit ibu.

(3) Ibu yang melahirkan dilarang menolak lnisiasi Menyusu Dini (IMD)

Keluarga
Pasal7

(1)Keluarga wajib memberikan dukungan kepada ibu sehingga pemberian ASI
Eksklusif berhasil

(2)Keluarga harus menolak pemberian Susu Formula Bayi danf atau produk
bayi lainnya, kecuali ditemukan adanya kondisi sebagaimana diaksud pasal
5 ayat (2).

Tenaga kesehatan

Pasal8

(1) Setiap Tenaga Kesehatan wajib:
a. melaksanakan inisiasi menyusu dini terhadap bayi yang baru lahir

kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam, jika tidak ada kontra
indikasi medis;

b. menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung,
jika tidak ada kontra indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter;

c. memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu danf atau
anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan
kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai;

d. tidak memberikan susu formula bayi danfatau produk bayi lainnya,
kecuali atas indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi;

e. memberikan peragaan dan penjelasan tentang penggunaan dan
penyajian susu formula bayi kepada ibu danfatau keluarga, dalam hal
pemberian ASI Eksklusif tidak memungkinkansesuai indikasi medis,
ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi;



f. tidak menerima dan/ atau mempromosikan susu formula bayi dan/ atau
produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI
Eksklusif;

g. tidak menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau
distributor susu formula bayi dan/ atau produk bayi lainnya, kecuali
untuk tujuan membiayai kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian
dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/ atau kegiatan lainnya yang
sejenis, serta tidak ada kewajiban tertentu yang harus dilakukan oleh
tenaga kesehatan berdasarkan keinginan pemberi bantuan dalam
bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak; dan/ atau;

h. memberikan pernyataan tertulis kepada atasannya bahwa bantuan
tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program
pemberian ASI Eksklusif.

(2) Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal,
Tenaga Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif
kepada ibu dan/ atau anggota Keluarga dari Bayi yang bersangkutan sejak
pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif
selesai.

(3) Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat
(I)paling sedikitmengenai:

a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap

pemberian ASI; dan
d. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.

(4) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling
dan pendampingan.

Penyelenggara Fasilitas Kesehatan
Pasal9

(1)Setiap Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib:
a. melaksanakan inisiasi menyusu dini terhadap bayi yang baru lahir

kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam, jikatidak ada kontra
indikasi medis;

b. menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung,
jika tidak ada kontra indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter;

c. memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada Ibu dan/ atau
anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan
kehamilan sampai dengan periode pemberian ASIEksklusif selesai;

d. tidak memberikan susu formula bayi dan/ atau produk bayi lainnya,
kecuali atas indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi
(jika memungkinkan mengupayakan AS!perah);

e. memberikan peragaan dan penjelasan tentang penggunaan dan
penyajian susu formula bayi kepada ibu dan/ atau keluarga, dalam hal
pemberian ASI Eksklusif tidak memungkinkan sesuai indikasi medis,ibu
tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi (jika memungkinkan
mengupayakan AS!perah);



f. tidak menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau
produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI
Eksklusif;

g. tidak menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang
disediakan oleh produsen dan distributor susu formula bayi dan/ atau
produk bayi lainnya;

h. tidak menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau
distributor susu formula bayi dan/ atau produk bayi lainnya, kecuali
untuk tujuan membiayai kegiatan pendidikan, peIatihan, penelitian dan
pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/ atau kegiatan lainnya yang
sejenis, serta tidak ada kewajiban tertentu yang harus dilakukan oIeh
fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan keinginan pemberi bantuan
dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
memberikan pemyataan tertu1is kepada Menteri melalui Kepala Dinas
Kesehatan setempat bahwa bantuan terse but tidak mengikat dan tidak
menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan/ atau
memberikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang
bertanggung jawab di bidang gizi atas bantuan yang diterima dari
produsen atau distributor.

(2) Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal,
penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi
dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/ atau anggota Keluarga dari
Bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan
periode pemberian ASIEksklusif selesai.

(3) Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat
(l)paling sedikitmengenai:

a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap

pemberian ASI;dan
d. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan AS!.

(4) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling
dan pendampingan.

(5) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.

(6) Penyelenggara Fasilitas Kesehatan harus mendukung keberhasilan
program pemberian ASI Eksklusif dengan berpedoman pada 10 (sepuIuh)
langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut :
a. Membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan

kepada semua staf pelayanan kesehatan.
b. Melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan

kebijakan menyusui tersebut;
c. Menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan

manajemen menyusui;
d. Membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puIuh) menit

pertama kehidupan;
e. Membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui

meskipun ibu dipisah dari bayinya;



f. Memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;
g. Menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24

(dua puluh empat) jam;
h. Menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi;
i. Tidak member dot kepada bayi;
j. Mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk

ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan
Kesehatan.

Penyelenggara Fasilltas Pelayanan Publik
Pasa110

(1) Penyelenggara fasilitas pelayanan public wajib memberikan kesempatan
kepada ibu yang bekeIja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi
atau memerah ASI selama waktu keIja di tempat keIja.

(2)Penyelenggara fasilitas pelayanan publik wajib membuat ketentuan
intemal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI
Eksklusif.

(3)Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan publik wajib menyediakan
ruang laktasi.

(4)Bagi penyelenggara fasilitas pelayanan publik yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3), dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Organisasi Profesi Bidang Kesehatan

Pasalll

Setiap Pengurus Organisasi Profesi Bidang Kesehatan wajib:

a. tidak menerima hadiah dan/ atau bantuan dari produsen atau
distributor susu formula bayi dan/ atau produk bayi lainnya, kecuali
untuk tujuan membiayai kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian
dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/ atau kegiatan lainnya yang
sejenis, serta tidak ada kewajiban tertentu yang harns dilakukan oleh
fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan keinginan pemberi bantuan
dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;

b. memberikan pemyataan tertulis kepada Menteri me1alui Direktur
Jenderal yang bertanggung jawab di bidang gizi bahwa bantuan
tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program
-pemberian AS! Eksklusif; dan/ atau

c. memberikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang
bertanggung jawab di bidang gizi atas bantuan yang diterima dari
produsen atau distributor.



Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan
Pasal12

Setiap Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan wajib:

a. memberikan pernyataan tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui Direktur Jenderal
yang membidangi pendidikan tinggi, dengan tembusan kepada Menteri
melalui Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang gizi bahwa
bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan
program pemberian ASIEksklusif;

b. tidak menerima hadiah dan/ atau bantuan dari produsen atau
distributor susu formula bayi dan/ atau produk bayi lainnya, kecuali
untuk tujuan membiayai kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian
dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/ atau kegiatan lainnya yang
sejenis, serta tidak ada kewajiban tertentu yang harus dilakukan oleh
Satuan Pendidikan Kesehatan berdasarkan keinginan pemberi bantuan
dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
dan/atau

c. memberikan laporan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan melalui Direktur Jenderal yang
membidangi pendidikan tinggi, dengan tembusan kepada Menteri
melalui Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang gizi atas
bantuan yang diterima dari produsen atau distributor.

Produsen dan Distributor Susu Formula

Pasal13

Setiap Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/ atau Produk Bayi

Lainnya dilarang:

a. memberikan contoh produk susu formula bayi dan/atau produk bayi
lainnya secara cuma-cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara
fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, ibu hamil, atau ibu
yang baru melahirkan;

b. menawarkan atau menjual langsung susu formula bayi ke rumah-
rumah;

c. memberikan potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam
bentuk apapun atas pembelian susu formula bayi sebagai daya tarik
dari penjual;

d. menggunakan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi tentang
susu formula bayi kepada masyarakat;

e. mengiklankan Susu Formula Bayi yang dimuat dalam media massa,
baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang, kecuali media
khusus kesehatan;



f. memberikan hadiah danl atau bantuan kepada tenaga kesehatan,
Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan
Pendidikan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan termasuk
keluarganya yang dapat menghambat program pemberian ASI
Eksklusif; danl atau

g. tidak memberikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal
yang bertanggung jawab di bidang gizi atas bantuan yang diberikan
kepada tenaga kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan, Pengurus Organisasi
Profesi di Bidang Kesehatan termasuk keluarganya.

BABIV

DUKUNGAN MASYARAKAT

Pasal14

(1) Masyarakat harns mendukung keberhasilan program pemberian ASI
Eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.

(2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan
melalui:

a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan
danl atau pelaksanaan program pemberian ASIEksklusif;

b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan
pemberian ASI Eksklusif;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI
Eksklusif; danl atau

d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASIEksklusif

BABV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pengenaan sanksi Administratif

Pasal15

(1) Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
Penyelenggara Satuan Pendidikan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang
Kesehatan, serta Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi danl atau
Produk Bayi Lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal8 sampai dengan Pasal 13 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertuIis; dan/atau
c. pencabutan izin.

(3) Pengenaan sanksi teguran lisan, teguran tertulis, dan pencabutan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c
dikenakan kepada tenaga kesehatan.

.. ~..



(4) Pengenaan sanksi teguran lisan, dan teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan kepada
Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan
Pendidikan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, serta
Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi danj atau Produk Bayi
Lainnya.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b dikenai oleh kepala dinas kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin

Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif

LaporanDugaan Pelanggaran

Pasa116

Dugaan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 sampai dengan Pasal13 teIjadi berdasarkan laporan yang berasal dari:

a. pengaduan; dan
b. hasil monitoring dan evaluasi.

Pasal17

(1)Laporan berdasarkan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf a dapat dilakukan oleh pelapor:
a. perorangan;
b. kelompok; danj atau
c. institusijlembagaj instansij organisasi.

(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams memenuhi
persyaratan administrasi:

a. peristiwa yang dilaporkan teIjadi setelah diundangkannya
Peraturan Menteri ini;

b. peristiwa yang dilaporkan tidak dimaksudkan untuk penyelesaian
atas tuntutan ganti rugi;

c. pelaporan dilakukan secara tertulis; dan
d. belum pemah dilaporkan danj atau diperiksa.

(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat paling sedikit:
a. identitas pelapor, meliputi nama lengkap, alamat lengkap, nomor

kontak (telepon, faksimili, atau email) yang dapat dihubungi Gika
ada), dan kedudukan;

b. nama dan alamat lengkap pihak yang diadukan;
c. pebuatan- perbuatan yang diduga melanggar larangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal8 sampai dengan Pasall3;
d. waktu pelanggaran dilakukan;
e. alasan pengaduan (kronologis peristiwa yang diadukan);
f. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk teIjadinya

pelanggaran; dan
g. nama saksi-saksi dan keterlibatannya.



Pasal18

Format Surat Teguran Tertulis dan Surat Pemyataan tercantum dalam
Lampiran 1dan 11sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
lni.

BABVI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal19

Organisasi profesi bidang kesehatan harus memberikan advokasi, motivasi,
dan inovasi untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif melalui

, pendidikan, pelayanan, dan penelitian.

BABViI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal20

(1) Pemberlakuan Peraturan ini dilakukan secara bertahap dan pelaksanaan
tahapan peraturan ini meliputi pelayanan fasilitas kesehatan milik
pemerintah, swasta dan pelayanan public.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuiny;a, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal

I BUPATI MUSI BANYUASINj

/
Diundangkan di Sekayu
pada tmlggal ~ De&eM!er ~o/~

SEKRETARIS DAERAHI
MUSI BANYUASIN

4a:Z:~
BERIT~AERAH MUSIBANYUASINTAHUN2014 NOMORt1&::t
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